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PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 
 

NOMOR 19 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PAJAK ROKOK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR MALUKU, 

 
Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang penting guna mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  pajak rokok 
termasuk salah satu jenis pajak provinsi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a dan huruf  b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak 

Rokok; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1617); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 

Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku 

Tahun 2011 Nomor 05); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU 

 
dan 

 

GUBERNUR MALUKU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK ROKOK. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi 

Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
7. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Provinsi Maluku. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
pemerintah. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau Pemerintah, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 
serta pengawasan penyetorannya.  

 
BAB II 

NAMA, OBYEK  DAN SUBYEK PAJAK 
Pasal  2 

 

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.  
 

Pasal  3 
 

(1) Obyek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. 

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu dan 
rokok daun. 

(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang cukai. 

 
Pasal  4 

 

(1) Subyek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.  
(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan 

importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha 
Barang Kena Cukai. 

(3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwewenang 

memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. 
(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi 

secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. 
 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan 
Pasal  5 

  

Dasar Pengenaan Pajak Rokok dari cukai yang ditetapkan oleh 
Pemerintah terhadap rokok. 
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Bagian Kedua 

Tarif Pajak 
                                           Pasal 6 

 
Tarif  Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari cukai 
rokok. 

 
Bagian Ketiga 

Cara Penghitungan Pajak 

Pasal  7 
 

Besaran Pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 
BAB IV 

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN 
Pasal  8 

 

Wilayah Pemungutan Pajak Rokok meliputi pengusaha pabrik 
rokok/produsen dan importir rokok yang berada di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Pasal  9 

 
Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok berpedoman pada 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan 

Penyetoran Pajak Rokok.   
 

BAB V 
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK 

Pasal  10 

 
Hasil penerimaan Pajak Rokok merupakan pendapatan daerah yang harus 
disetorkan seluruhnya ke kas daerah. 

 
Pasal 11 

 
(1) Hasil penerimaan Pajak Rokok  diserahkan  kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen). 

(2) Tata cara pembagian hasil penerimaan Pajak Rokok untuk daerah 
kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 

Pasal 12 
 

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian 
kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh 

aparat yang berwenang. 
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BAB VI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 13 

 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan 

insentif atas dasar pencapaian target kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  14 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
 

Pasal  15 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Maluku. 
 

        Ditetapkan di Ambon 
        pada tanggal 31 Desember 2013      

                                                                PENJABAT GUBERNUR MALUKU, 
 

                                                                                      ttd 

 
                                                                       SAUT SITUMORANG 
 

Diundangkan di Ambon 
pada tanggal 31 Desember 2013       

SEKRETARIS DAERAH MALUKU, 
 
 

                  ttd 
 
ROSA FELISTAS FAR-FAR 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 19 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 

 

NOMOR 19 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PAJAK ROKOK 

 
 
I. PENJELASAN UMUM 

 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka segala ketentuan 
yang mengatur tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah perlu 
disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang di maksud, dengan 

tujuan untuk melakukan penataan kembali sistim perpajakan Daerah 
yang mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien 
yang dapat mengerahkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan daerah. 
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada 
masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah 

yang sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009, terjadilah  penambahan jenis pajak baru untuk 
pemerintah provinsi yaitu pajak rokok yang perlu diatur dengan 

membentuk peraturan daerah. 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

 Cukup jelas 
 
Pasal 2 

 Cukup jelas 
Pasal 3 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang 
dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan 
cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti 

atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 
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Yang dimaksud dengan “cerutu” adalah hasil tembakau yang 

dibuat dari  lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, 
dengan cara digulung  demikian rupa dengan daun tembakau, 

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

Yang dimaksud dengan “rokok daun” adalah hasil tembakau 

yang dibuat dengan daun nipah, aun jagung (klobot), atau sejenisnya, 
dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 
pengganti. 

Ayat (3) 
 Yang dimaksud dengan “cukai” adalah pungutan negara yang 

dikenakan terhadap  hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan 
daun rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
cukai, yang dapat berupa presentase dari harga dasar (advalorum) 

atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau 
penggabungan dari keduanya. 

Pasal 4 
 Cukup jelas 
Pasal 5 

 Cukup jelas 
Pasal 6 
 Cukup jelas 

Pasal 7 
 Cukup jelas 

Pasal 8 
 Cukup jelas 
Pasal 9  

 Cukup jelas 
Pasal 10 

 Cukup jelas 
Pasal 11 
 Cukup jelas 

Pasal 12 
 Cukup jelas 
Pasal 13 

 Cukup jelas 
Pasal 14 

 Cukup jelas 
Pasal 15 
 Cukup jelas 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 26 


